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ABSTRAK 

 

Notaris merupakan pejabat umum pembuat Akta Autentik yang diangkat oleh 

pemerintah, diberi tugas oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

Notaris harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan prinsip 

kehati-hatian dan perlindungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta Notaris menerapkan Prinsip 

Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya pada proses pembuatan 

akta, dan saat menuangkan kesepakatan para pihak, Notaris harus menerapkan identifikasi, 

verifikasi, dan pemantauan, agar yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta 

melakukan pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan terkait adanya 

indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur di dalam 

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.  

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang 

konflik norma antara kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN 

dengan kewajiban Notaris melaporkan isi akta pada transaksi keuangan yang mencurigakan 

serta akibat hukum terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna 

jasa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normattif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum 

sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Undang-undang dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris 

hanya menentukan syarat formal dalam pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN, dan 

tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil sebagaimana 

berdasarkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan hierarki peraturan 

Perundang-undangan Notaris tidak wajib untuk melaksanakan Permenkuham Nomor 9 

Tahun 2017 yang mana prinsipnya Permenkuham tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 

1 huruf (f) Undang-undang Jabatan Notaris yang memberikan pengecualian kepada Notaris 

berkaitan dengan kerahasiaan jabatannya apabila diperintahkan oleh Undang-undang bukan 

peraturan Perundang-undangan. Seorang Notaris tidak bisa dikenakan sanksi Administrasi, 

dan belum bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 

2017, karena belum jelasnya peraturan tersebut karena peraturan pelaksana harus selaras atau 

harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau yang 

memerintahkan untuk membentuknya. 

 

 

Kata Kunci : Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 
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ABSTRACT 

 

Notary is a general official who makes Authentic Deeds who are appointed by the 

government, assigned by the general authority to serve the needs of the community. Notaries 

must be able to carry out their duties and responsibilities by applying the precautionary 

principle and protecting the public as stakeholders. The Ministry of Law and Human Rights 

(Kemenkumham) asks Notaries to apply the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ) 

in carrying out their positions in the deed making process, and when writing the agreement 

of the parties, the Notary must implement identification, verification and monitoring, so that 

what is agreed upon by the parties does not contrary to the Law on Notary Office (UUJN) 

and other laws and regulations as well as monitoring transactions on sources of client funds 

and reporting regarding indications of violations of the Crime of Money Laundering (TPPU) 

as stipulated in Permenkumham Number 9 of 2017. 

The author in this study wants to examine and analyze further the conflict of norms 

between the notary's obligation to keep the contents of the deed confidential under UUJN 

and the notary's obligation to report the contents of the deed on suspicious financial 

transactions and the legal consequences for a notary who does not apply the principle of 

recognizing service users. 

The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by 

examining library materials or secondary legal materials, while the problem approach is 

carried out using a statute and conceptual approach. 

The results of the study show that the principle of recognizing service users for 

Notaries only determines formal requirements in making authentic deeds based on UUJN, 

and has no responsibility for determining material truth as based on Permenkuham Number 

9 of 2017. Based on the hierarchy of laws and regulations, Notaries are not required to 

implement Permenkuham Number 9 of 2017, in principle, the Minister of Justice and Human 

Rights is contrary to Article 16 paragraph 1 letter (f) of the Notary Office Law, which 

provides an exception for a Notary in relation to the confidentiality of his position if ordered 

by law, not statutory regulations. A Notary cannot be subject to Administrative sanctions, 

and has not been able to carry out the obligations ordered by Permenkuham Number 9 of 

2017, because the regulations are unclear because the implementing regulations must be in 

harmony or harmony with the laws and regulations that are above them or those who order 

them to be formed. 

 

 

 

 

Keywords: Notary, Law on Notary Office, Principles of Recognizing Service User 
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RINGKASAN 

 

 

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN 

JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR 

DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS 

 

Tesis ini menganalisis mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam 

pelaksanaan jabatan Notaris ditinjau dari kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-

undang Jabatan Notaris 

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai pelaksanaan tugas dan 

kewajiban Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Mengenali Pengguna 

Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya pada proses pembuatan akta, dan saat 

menuangkan kesepakatan para pihak, Notaris harus menerapkan identifikasi, verifikasi, dan 

pemantauan, agar yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta melakukan 

pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan terkait adanya indikasi 

pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

pertama. Apakah terdapat konflik norma antara kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi 

akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban Notaris melaporkan isi akta pada transaksi 

keuangan yang mencurigakan. Bila dianalisis menggunakan asas lex superior derogate legi 

inferiori dikaitkan dengan konflik norma antara konflik norma antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 

16 ayat (1) huruf f dan pasal 54 ayat (1) UUJN dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU maka 

konteksnya jelas bahwa dengan asas tersebut norma merahasiakan akta berdasarkan kekuatan 

UUJN mengalahkan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang 

hanya diatur dalam PP Pelapor TPPU yang tingkatan hierarki lebih rendah dibandingkan 

UUJN.  

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

kedua. Apakah akibat hukum terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali 

pengguna jasa. Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 

Pasal 85 UUJN Jika ketentuan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 

44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang 

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta 

menjadi batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang 

akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf 

a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 
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59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. 

Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

penulis. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris hanya 

menentukan syarat formal dalam pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN, dan tidak 

memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil sebagaimana berdasarkan 

Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan hierarki peraturan Perundang-undangan 

Notaris tidak wajib untuk melaksanakan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017 yang mana 

prinsipnya Permenkuham tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-

undang Jabatan Notaris yang memberikan pengecualian kepada Notaris berkaitan dengan 

kerahasiaan jabatannya apabila diperintahkan oleh Undang-undang bukan peraturan 

Perundang-undangan. Seorang Notaris tidak bisa dikenakan sanksi Administrasi, dan belum 

bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017, karena 

belum jelasnya peraturan tersebut karena peraturan pelaksana harus selaras atau harmonis 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau yang memerintahkan untuk 

membentuknya. 
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